
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan pemungutan pajak

daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 201 1 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107), perlu diubah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun

201 1 tentang Pajak Daerah ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

'1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 2043) ;
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Undang-Undang Nomor B Tahun 19Bl tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

',l25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomol132, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia fle661{{{.{) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan

Besamya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4200) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 1'19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2'l Tahun 2011 ;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan sebagai Pajak Daerah ;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 213lPMK.07l201O dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor

1O/SeriD) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 1 Tahun 20'12 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 107) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kefia Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91) ;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATIKEDIRI

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRINOMOR l TAHUN 201,I

TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 123 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 201 1

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201'l Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
V Norr, 107), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Pasa! ll

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 27 -6 -2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTR]SNO
Diundangkan di Kediri
padatanggal 27 -6 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRTTAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATIKEDIRI

SUPOYO

SEK RAH

;



ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIR]

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KED]RI

NOMOR 1 TAHUN 2O1I TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah

diberikan perluasan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan

memperluas basis Pajak Daerah selama perluasan basis pajak yang dilakukan sesuai

dengan prinsip pajak yang terbaik dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam

penetapan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis Pajak Daerah dilakukan

dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan

menambah jenis pajak baru.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kemampuan

Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah

dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan

basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak

memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan

memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal ll

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRINOMOR 1,I2


